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Hampir 70 persen mahasiswa Indonesia  kuliah di perguruan tinggi swasta. Namun, 
kualitas perguruan tinggi swasta masih di bawah perguruan tinggi negeri. 
 
Universitas-universitas swasta di Asia, termasuk Indonesia, menghadapi empat 
masalah menurut riset Asian Development Bank. Masalah tersebut adalah (1) 
memperluas akses ke kampus swasta (meningkatkan jumlah mahasiswa, 
menyediakan bangku kuliah bagi yang kurang mampu secara finansial dan 
penyandang disabilitas), (2) kualitas perguruan tinggi swasta yang bervariasi, (3) 
biaya tinggi di universitas swasta, dan (4) sulit mendapat dukungan dana. 
 
Perluasan akses kuliah di PTS 
Secara nasional jumlah perguruan tinggi swasta (sekitar 3.000-an) jauh lebih banyak 
ketimbang perguruan tinggai negeri (122 unit). Dari 6,9 juta mahasiswa Indonesia, 
yang kuliah di kampus negeri sekitar 32% (2,2 juta) dan di swasta 68% (4,7 juta). 
Universitas swasta meningkatkan partisipasi masyarakat memperoleh pendidikan 
tinggi di tengah terbatasnya daya tampung kampus negeri. 
 
Perguruan tinggi swasta berperan penting menyerap lulusan SMA, memastikan 
Indonesia dapat betul-betul memanfaatkan bonus demografi, dengan memperluas 
akses pendidikan tinggi. 
 
Peningkatan akses yang kini mendesak adalah menaikkan akses bagi kelompok 
kurang mampu dan penyandang disabilitas. Namun, jika perluasan akses ini tidak 
dibarengi dengan peningkatan kualitas dikhawatirkan akan meningkatkan jumlah 
sarjana menganggur. 
 
Kualitas bervariasi 
Kualitas universitas swasta ada yang bagus, tapi mayoritas kualitasnya di bawah 
universitas negeri. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyusun 
pemeringkatan kualitas perguruan tinggi menjadi lima klaster berdasarkan kualitas 
sumber daya manusia, lembaga, kegiatan mahasiswa, penelitian dan pengabdian 
masyarakat, dan inovasi. 
 
Sampai saat ini belum ada perguruan tinggi swasta yang masuk klaster 1 (teratas) 
pemeringkatan perguruan tinggi terbaik non-vokasi versi Kemenristek Dikti 2018. 
 
Ada empat belas universitas yang masuk klaster 1, seluruhnya universitas negeri. Ini 
bisa dipahami karena mereka lebih dulu memasuki pasar pendidikan tinggi dan 
ditunjang sumber daya akademis berkualitas, juga anggaran negara. Sampai saat ini, 
perguruan tinggi swasta baru masuk klaster 2 peringkat Kemenristek Dikti 2018. 
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Biaya pendidikan mahal 
Jika melihat konteks bisnis, kompetisi universitas di Indonesia termasuk kategori 
daerah abu-abu dan ada penyamaran (disguise). Berbeda dengan konteks di negara-
negara maju yang secara eksplisit mengkategorikan pendidikan masuk ranah bisnis 
for-profit, Undang-Undang Pendidikan Tinggi Indonesia secara normatif menyatakan 
bahwa pendidikan tinggi merupakan lembaga nirlaba. 
 
Disebut penyamaran karena sebenarnya perguruan tinggi swasta merupakan 
organisasi for profit tapi karena di Indonesia menganut hukum bahwa pendidikan 
tinggi merupakan lembaga nirlaba, maka mau tidak mau penyelenggara PTS secara 
tertulis harus tetap nirlaba (non-profit). Lembaganya secara hukum nonprofit tapi 
tindakan dan perilakunya seperti lembaga for-profit. 
 
Namun di Rapat Kerja Nasional 2019, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi dalam paparan tentang strategic inflection point menyatakan bahwa pendidikan 
tinggi juga masuk ranah bisnis khususnya bisnis jasa. 
 
Faktanya, universitas swasta cenderung lebih cocok masuk ranah bisnis karena 
mereka mencukupi kebutuhan sendiri dengan dana yang mereka usahakan sendiri 
baik lewat iuran mahasiswa, donasi, kerja sama maupun usaha lainnya. Mereka 
hanya bisa mengembangkan universitas bila ada “profit” dari pemasukan yang 
mereka terima dikurangi pengeluarannya. Karena itu biaya perguruan tinggi swasta 
cenderung lebih mahal dari perguruan tinggi negeri, yang masih mendapat banyak 
bantuan finansial dari pemerintah. 
 
Jika dibandingkan dengan negara tetangga yang mungkin lebih baik kualitas 
pendidikan tingginya seperti Malaysia, rata-rata biaya kuliah di perguruan tinggi 
swasta sampai lulus di Indonesia dua kali lipat lebih mahal dibandingkan biaya kuliah 
di PTS Malaysia. Menurut riset ADB , rata-rata biaya kuliah S1 (biaya sampai lulus 
rata-rata empat tahun) di PTS Indonesia sebesar US$10.168 (sekitar Rp145 juta), 
bandingkan dengan Malaysia berkisar antara US$5.496-US$8.765 (sekitar Rp78 juta-
Rp125 juta). 
 
Masalah keuangan di universitas swasta 
Kompetisi ketat, terutama dalam memperebutkan mahasiswa dan sumber daya, 
terjadi di lingkungan pendidikan tinggi. Dana yang didapat dari biaya kuliah (tuition 
fee) yang dibayarkan oleh mahasiswa merupakan energi penting untuk 
menghidupkan perguruan tinggi. Jika suatu universitas mendapatkan banyak 
mahasiswa, artinya juga mendapat dana lebih banyak, dana tersebut dapat digunakan 
untuk menaikkan kualitas pendidikan baik dengan meningkatkan kapasitas dosen 
maupun menambah sarana pendukung pembelajaran. 
 
Bukan hanya universitas swasta yang otonom dalam pengelolaan keuangan. Sejak 
2000 empat perguruan tinggi negeri besar (Universitas Indonesia, Universitas Gadjah 
Mada, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Bandung) berubah menjadi 
PTN-BH (PTN berbadan hukum) dan memiliki otonomi dalam mekanisme 
pengelolaan keuangan. Akibatnya persaingan antara perguruan tinggi negeri dan 
swasta makin ketat, yang berdampak pada persaingan mendapatkan pemasukan dari 
iuran mahasiswa. 
 



Contohnya, persaingan memperebutkan mahasiswa baru. PTN badan hukum 
membuka kursi mahasiswa baru lebih banyak dibanding sebelumnya. Bahkan ITB 
sejak beberapa tahun lalu telah mengembangkan kampus yang lebih luas, termasuk 
di Jatinangor Sumedang. Dalam 10-20 tahun ke depan, ITB akan meningkatkan 
jumlah mahasiswa dari 20.000 (menghasilkan 3.000 sarjana per tahun) saat ini 
menjadi 50.000-100.000 mahasiswa (menghasilkan 5000-10.000 sarjana). UI juga 
melakukan hal serupa dengan membuka kelas vokasi, begitu juga UGM. 
 
Hal ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi pun mempertimbangkan tuition fee dari 
mahasiswa merupakan sumber finansial yang cukup penting. Dalam konteks PTS, 
sumber daya finansial merupakan masalah serius untuk menggaji dosen, staf 
pendukung, overhead, dan membangun infrastruktur guna mendukung tata kelola 
pengetahuan lembaga yang baik. Bila kampus swasta tetap mau hidup dan unggul 
bersaing, harus mempersiapkan diri dengan cepat dan terencana agar mampu 
menghasilkan inovasi yang mendukung kelanjutan bisnis pendidikannya. 
 
Dalam kaitan pendanaan, kebijakan penggabungan PTS mungkin menyelesaikan 
masalah kekurangan finansial secara jangka pendek sehingga universitas yang 
kurang sehat keuangannya mendapatkan solusi. 
 
Kebijakan apa yang tepat? 
Masalah di atas membutuhkan solusi yang komprehensif dan melibatkan banyak 
pihak. Perguruan tinggi swasta tidak bisa dibiarkan sendirian berjuang mengatasi 
masalah tersebut. Pemerintah punya peran penting sebagai pembuat regulasi dan 
menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang kompetitif sekaligus bisa berkembang. 
Berikut ini rekomendasi kebijakan untuk memperkuat PTS di Indonesia: 
 
Perlunya dukungan kebijakan untuk mengembangkan operasional PTS. Kebijakan itu, 
salah satunya, mengurangi jumlah PTS yang  kini terlampau banyak melalui 
peleburan. PTS yang tergolong kecil misalnya hanya punya satu atau dua program 
studi saja tidak perlu dipertahankan hidup. Bila beberapa PTS kecil dilebur jadi satu 
universitas, bisa menjadi setidaknya 10 program studi yang bisa dikelola secara lebih 
baik dan efisien. 
 
Perlunya dukungan untuk menjamin kualitas sistem akreditasi pendidikan tinggi 
melalui adanya pengembangan pusat sumber daya dan basis data PTS. Perlu 
dipetakan mana PTS yang bagus dalam riset dan mana pula PTS yang lebih fokus 
pada pengajaran. Kualitas pengelolaan perguruan tinggi swasta dapat dilihat dari tata 
kelola pengetahuan yang meliputi bagaimana PTS menghasilkan pengetahuan, 
menyimpan pengetahuan, mendistribusikan pengetahuan dan mengaplikasikan 
pengetahuan tersebut pada PTS. Jika tata kelola pengetahuan perguruan tinggi 
swasta baik, akan mempengaruhi keunggulannya bersaing untuk jangka panjang. 
 
Perlunya dukungan pemerintah dalam rangka mengupayakan model pendanaan 
alternatif untuk PTS. Perlu ada regulasi yang memberikan insentif kepada perusahaan 
yang menyumbang PTS, termasuk PTS-PTS binaan yayasan BUMN. Perusahaan 
yang menyumbang PTS selama ini tidak memperoleh pengurangan pajak. 
 
Adanya sistem untuk mendukung kerja sama internasional untuk PTS baik dalam 
kolaborasi riset, pendanaan maupun peningkatan kapasitas pengelolaan 



pengetahuan. Kerja sama internasional PTS sudah dilakukan oleh beberapa 
universitas, antara lain Telkom University dan Binus University dengan universitas 
Australia. Kerja sama serupa perlu ditingkatkan. 
 
Di tengah persaingan yang makin ketat, para pengelola universitas swasta perlu 
mengembangkan inovasi baik di tingkat manajemen maupun program studi agar tetap 
relevan dengan perubahan era digital. 
 
 
<h1>Bagaimana meningkatkan kualitas universitas swasta, tempat mayoritas 
mahasiswa Indonesia kuliah</h1> 
 
  <figure> 
    <img src="https://images.theconversation.com/files/263077/original/file-20190311-
86682-1nrdfql.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" /> 
      <figcaption> 
        Kampus swasta bersaing dengan universitas negeri memperebutkan mahasiswa 
baru dan sumber daya. 
        <span class="attribution"><a class="source" 
href="https://www.shutterstock.com/image-photo/international-graduate-study-
abroad-program-concept-690953356">William Potter/Shuttestock</a></span> 
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  </figure> 
 
<span><a href="https://theconversation.com/profiles/astadi-pangarso-
606844">Astadi Pangarso</a>, <em><a 
href="http://theconversation.com/institutions/universitas-brawijaya-1561">Universitas 
Brawijaya</a></em></span> 
 
<p><a href="http://kopertis3.or.id/v5/wp-content/uploads/Buku-Statistik-Pendidikan-
Tinggi-2017.pdf">Hampir 70 persen mahasiswa Indonesia </a> kuliah di perguruan 
tinggi swasta. Namun, kualitas perguruan tinggi swasta masih di bawah perguruan 
tinggi negeri. </p> 
 
<p>Universitas-universitas swasta di Asia, termasuk Indonesia, menghadapi empat 
masalah menurut <a 
href="https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29869/private-higher-
education-across-asia.pdf">riset Asian Development Bank</a>. Masalah tersebut 
adalah (1) memperluas akses ke kampus swasta (meningkatkan jumlah mahasiswa, 
menyediakan bangku kuliah bagi yang kurang mampu secara finansial dan 
penyandang disabilitas), (2) kualitas perguruan tinggi swasta yang bervariasi, (3) 
biaya tinggi di universitas swasta, dan (4) sulit mendapat dukungan dana. </p> 
 
<h2>Perluasan akses kuliah di PTS</h2> 
 
<p>Secara nasional <a 
href="https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/05/berapa-jumlah-
perguruan-tinggi-di-indonesia">jumlah perguruan tinggi swasta (sekitar 3.000-an) 
jauh lebih banyak ketimbang perguruan tinggai negeri (122 unit)</a>. Dari <a 
href="http://kopertis3.or.id/v5/wp-content/uploads/Buku-Statistik-Pendidikan-Tinggi-



2017.pdf">6,9 juta mahasiswa Indonesia</a>, yang kuliah di kampus negeri sekitar 
32% (2,2 juta) dan di swasta 68% (4,7 juta). Universitas swasta meningkatkan 
partisipasi masyarakat memperoleh pendidikan tinggi di tengah terbatasnya daya 
tampung kampus negeri.</p> 
 
<p>Perguruan tinggi swasta berperan penting menyerap lulusan SMA, memastikan 
Indonesia dapat betul-betul memanfaatkan <a 
href="https://www.kemenkeu.go.id/media/4958/media-keuangan-
agustus3.pdf">bonus demografi</a>, dengan memperluas akses pendidikan 
tinggi.</p> 
 
<p>Peningkatan akses yang kini mendesak adalah menaikkan akses bagi kelompok 
kurang mampu dan penyandang disabilitas. Namun, jika perluasan akses ini tidak 
dibarengi dengan peningkatan kualitas dikhawatirkan akan meningkatkan jumlah 
sarjana menganggur.</p> 
 
<h2>Kualitas bervariasi</h2> 
 
<p>Kualitas universitas swasta ada yang bagus, tapi mayoritas kualitasnya di bawah  
universitas negeri. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyusun 
pemeringkatan kualitas perguruan tinggi menjadi lima klaster berdasarkan kualitas 
sumber daya manusia, lembaga, kegiatan mahasiswa, penelitian dan pengabdian 
masyarakat, dan inovasi. </p> 
 
<p>Sampai saat ini belum ada perguruan tinggi swasta yang masuk <a 
href="https://ristekdikti.go.id/kabar/kemenristekdikti-umumkan-peringkat-100-besar-
perguruan-tinggi-indonesia-non-vokasi-tahun-2018/">klaster 1 (teratas) 
pemeringkatan perguruan tinggi terbaik non-vokasi versi Kemenristek Dikti 2018</a>. 
</p> 
 
<p>Ada empat belas universitas yang masuk klaster 1, seluruhnya universitas negeri. 
Ini bisa dipahami karena mereka lebih dulu memasuki pasar pendidikan tinggi dan 
ditunjang sumber daya akademis berkualitas, juga anggaran negara. Sampai saat ini, 
perguruan tinggi swasta baru masuk <a 
href="https://edukasi.kompas.com/read/2018/08/19/10393061/daftar-14-universitas-
swasta-terbaik-2018-versi-kemenristek">klaster 2 peringkat Kemenristek Dikti 
2018</a>.</p> 
 
<h2>Biaya pendidikan mahal</h2> 
 
<p>Jika melihat konteks bisnis, kompetisi universitas di Indonesia termasuk kategori 
<a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ejed.12169">daerah abu-
abu</a> dan ada <a 
href="https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29869/private-higher-
education-across-asia.pdf">penyamaran (<em>disguise</em>)</a>. Berbeda 
dengan konteks di negara-negara maju yang secara eksplisit mengkategorikan 
pendidikan masuk ranah bisnis <em>for-profit</em>, <a 
href="http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/02/uu-nomor-12-
tahun-2012-ttg-pendidikan-tinggi.pdf">Undang-Undang Pendidikan Tinggi</a> 



Indonesia secara normatif menyatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan lembaga 
nirlaba. </p> 
 
<p>Disebut penyamaran karena sebenarnya perguruan tinggi swasta merupakan <a 
href="http://surabaya.tribunnews.com/2013/02/12/perguruan-tinggi-berubah-menjadi-
perusahaan-bisnis">organisasi <em>for profit</em></a> tapi karena di Indonesia 
menganut hukum bahwa pendidikan tinggi merupakan lembaga nirlaba, maka mau 
tidak mau penyelenggara PTS secara tertulis harus tetap nirlaba (<em>non-
profit</em>). Lembaganya secara hukum nonprofit tapi <a 
href="https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29869/private-higher-
education-across-asia.pdf">tindakan dan perilakunya seperti lembaga <em>for-
profit</em></a>.</p> 
 
<p>Namun di Rapat Kerja Nasional 2019, Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi dalam paparan tentang <a 
href="http://www.kopertis7.go.id/uploadmateri_pedoman/Pak_Patdono-
LLDIKTI.pdf"><em>strategic inflection point</em></a> menyatakan bahwa 
pendidikan tinggi juga masuk ranah bisnis khususnya bisnis jasa.</p> 
 
<p>Faktanya, universitas swasta cenderung lebih cocok masuk ranah bisnis karena 
mereka mencukupi kebutuhan sendiri dengan dana yang mereka usahakan sendiri 
baik lewat iuran mahasiswa, donasi, kerja sama maupun usaha lainnya. Mereka 
hanya bisa mengembangkan universitas bila ada “profit” dari pemasukan yang 
mereka terima dikurangi pengeluarannya. Karena itu biaya perguruan tinggi swasta 
cenderung lebih mahal dari perguruan tinggi negeri, yang masih mendapat banyak <a 
href="https://news.okezone.com/read/2014/01/24/373/930991/bantuan-untuk-ptn-
pts-memang-beda">bantuan finansial dari pemerintah</a>.</p> 
 
<p>Jika dibandingkan dengan negara tetangga yang mungkin lebih baik kualitas 
pendidikan tingginya seperti Malaysia, rata-rata biaya kuliah di perguruan tinggi 
swasta sampai lulus di Indonesia dua kali lipat lebih mahal dibandingkan biaya kuliah 
di PTS Malaysia. Menurut <a 
href="https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29869/private-higher-
education-across-asia.pdf">riset ADB </a>, rata-rata biaya kuliah S1 (biaya sampai 
lulus rata-rata empat tahun) di PTS Indonesia sebesar US$10.168 (sekitar Rp145 
juta), bandingkan dengan Malaysia berkisar antara US$5.496-US$8.765 (sekitar 
Rp78 juta-Rp125 juta).</p> 
 
<h2>Masalah keuangan di universitas swasta</h2> 
 
<p>Kompetisi ketat, terutama dalam memperebutkan mahasiswa dan sumber daya, 
terjadi di lingkungan pendidikan tinggi. Dana yang didapat dari biaya kuliah 
(<em>tuition fee</em>) yang dibayarkan oleh mahasiswa merupakan energi penting 
untuk menghidupkan perguruan tinggi. Jika suatu universitas mendapatkan banyak 
mahasiswa, artinya juga mendapat dana lebih banyak, dana tersebut dapat digunakan 
untuk menaikkan kualitas pendidikan baik dengan meningkatkan kapasitas dosen 
maupun menambah sarana pendukung pembelajaran.</p> 
 
<p>Bukan hanya universitas swasta yang otonom dalam pengelolaan keuangan. 
Sejak 2000 empat perguruan tinggi negeri besar (Universitas Indonesia, Universitas 



Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Bandung) <a 
href="https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_Tinggi_Negeri_Badan_Hukum">beruba
h menjadi PTN-BH</a> (PTN berbadan hukum) dan memiliki otonomi dalam 
mekanisme pengelolaan keuangan. Akibatnya persaingan antara perguruan tinggi 
negeri dan swasta makin ketat, yang berdampak pada persaingan mendapatkan 
pemasukan dari iuran mahasiswa.</p> 
 
<p>Contohnya, persaingan memperebutkan mahasiswa baru. PTN badan hukum 
membuka kursi mahasiswa baru lebih banyak <a 
href="http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/16716/Chapter%20II.p
df;jsessionid=B44D797196295D4B825E584C0DF10829?sequence=3">dibanding 
sebelumnya</a>. Bahkan ITB sejak beberapa tahun lalu telah <a 
href="https://jatinangor.itb.ac.id/wp-
content/uploads/sites/17/2016/06/KAMPUS_ITB_JATINANGOR_050117-
fix.pdf">mengembangkan kampus yang lebih luas</a>, termasuk di Jatinangor 
Sumedang. Dalam 10-20 tahun ke depan, ITB akan meningkatkan jumlah mahasiswa 
dari 20.000 (menghasilkan 3.000 sarjana per tahun) saat ini menjadi <a 
href="https://multisite.itb.ac.id/mwa/wp-content/uploads/sites/40/2014/06/LAPORAN-
MWA-ITB.pdf">50.000-100.000 mahasiswa</a> (menghasilkan 5000-10.000 
sarjana). UI juga melakukan hal serupa dengan membuka <a 
href="http://www.ui.ac.id/akademik/program-vokasi.html">kelas vokasi</a>, begitu 
juga <a href="http://sv.ugm.ac.id/">UGM</a>. </p> 
 
<p>Hal ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi pun mempertimbangkan <em>tuition 
fee</em> dari mahasiswa merupakan sumber finansial yang cukup penting. Dalam 
konteks PTS, sumber daya finansial merupakan masalah serius untuk menggaji 
dosen, staf pendukung, <em>overhead</em>, dan membangun infrastruktur guna 
mendukung tata kelola pengetahuan lembaga yang baik. Bila kampus swasta tetap 
mau hidup dan unggul bersaing, harus mempersiapkan diri dengan cepat dan 
terencana agar mampu menghasilkan inovasi yang mendukung kelanjutan bisnis 
pendidikannya. </p> 
 
<p>Dalam kaitan pendanaan, <a 
href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20180522/12/798321/rencana-merger-1.000-
perguruan-tinggi-swasta-sulit-tercapai">kebijakan penggabungan PTS mungkin 
menyelesaikan masalah kekurangan finansial</a> secara jangka pendek sehingga <a 
href="https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jeec/article/view/13040">universitas 
yang kurang sehat keuangannya mendapatkan solusi</a>. </p> 
 
<h2>Kebijakan apa yang tepat?</h2> 
 
<p>Masalah di atas membutuhkan solusi yang komprehensif dan melibatkan banyak 
pihak. Perguruan tinggi swasta tidak bisa dibiarkan sendirian berjuang mengatasi 
masalah tersebut. Pemerintah punya peran penting sebagai pembuat regulasi dan 
menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang kompetitif sekaligus bisa berkembang. 
Berikut ini rekomendasi kebijakan untuk memperkuat PTS di Indonesia:</p> 
 
<ol> 
<li><p>Perlunya dukungan kebijakan untuk mengembangkan operasional PTS. 
Kebijakan itu, salah satunya, <a 



href="http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/index.php/2017/10/11/penggabungan-dan-
penyatuan-untuk-meningkatkan-mutu-dan-kesehatan-pts/">mengurangi</a> jumlah 
PTS yang <a href="https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2018/01/04/tahun-
2018-200-perguruan-tinggi-swasta-digabungkan-417235"> kini terlampau 
banyak</a> melalui peleburan. PTS yang <a href="https://www.pikiran-
rakyat.com/pendidikan/2018/01/04/tahun-2018-200-perguruan-tinggi-swasta-
digabungkan-417235">tergolong kecil</a> misalnya hanya <a 
href="https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2018/08/28/sebanyak-633-
perguruan-tinggi-dalam-keadaan-sakit-429362">punya satu atau dua program studi 
saja</a> tidak perlu dipertahankan hidup. Bila <a 
href="https://merahputih.com/post/read/sebagian-besar-pts-di-indonesia-kurang-
sehat-dan-layak-di-merger">beberapa PTS kecil dilebur jadi satu universitas</a>, 
bisa menjadi setidaknya 10 program studi yang bisa dikelola secara lebih baik dan 
efisien.  </p></li> 
<li><p>Perlunya dukungan untuk menjamin kualitas sistem akreditasi pendidikan 
tinggi melalui adanya pengembangan pusat sumber daya dan basis data PTS. Perlu 
dipetakan mana PTS yang bagus dalam riset dan mana pula PTS yang lebih fokus 
pada pengajaran.  Kualitas pengelolaan perguruan tinggi swasta dapat dilihat dari <a 
href="https://sci-
hub.tw/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296318300882">tata 
kelola pengetahuan</a> yang meliputi bagaimana PTS menghasilkan pengetahuan, 
menyimpan pengetahuan, mendistribusikan pengetahuan dan mengaplikasikan 
pengetahuan tersebut pada PTS. Jika tata kelola pengetahuan perguruan tinggi 
swasta baik, akan <a 
href="https://www.researchgate.net/publication/313717671_Sustainable_competitive
_advantage_in_private_higher_education_institutions_in_Indonesia">mempengaruhi 
keunggulannya bersaing</a> untuk jangka panjang. </p></li> 
<li><p>Perlunya dukungan pemerintah dalam rangka mengupayakan model 
pendanaan alternatif untuk PTS. Perlu ada regulasi yang memberikan insentif kepada 
perusahaan yang menyumbang <a 
href="http://lldikti12.ristekdikti.go.id/2014/01/24/bantuan-pemerintah-untuk-ptn-dan-
pts-sesuai-dengan-amanat-uu.html">PTS</a>, termasuk PTS-PTS binaan yayasan 
BUMN. Perusahaan yang menyumbang PTS selama ini tidak memperoleh 
pengurangan pajak.</p></li> 
<li><p>Adanya sistem untuk mendukung kerja sama internasional untuk PTS baik 
dalam  kolaborasi riset, pendanaan maupun peningkatan kapasitas pengelolaan 
pengetahuan. Kerja sama internasional PTS sudah dilakukan oleh beberapa 
universitas, antara lain <a href="https://telkomuniversity.ac.id/id/saxion-university-
perkuat-kerjasama-internasional-dengan-telkom-university/">Telkom University</a> 
dan <a href="http://binus.ac.id/2015/06/kerja-sama-binus-university-dengan-negara-
kangguru/">Binus University dengan universitas Australia</a>. Kerja sama serupa 
perlu ditingkatkan.</p></li> 
</ol> 
 
<p>Di tengah persaingan yang makin ketat, para pengelola universitas swasta perlu 
mengembangkan inovasi baik di tingkat manajemen maupun program studi agar tetap 
relevan dengan perubahan era digital.<!-- Below is The Conversation's page counter 
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<p><span><a href="https://theconversation.com/profiles/astadi-pangarso-
606844">Astadi Pangarso</a>, Kandidat Doktor Ilmu Administrasi, <em><a 
href="http://theconversation.com/institutions/universitas-brawijaya-1561">Universitas 
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